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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG  

DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu menetapkan 

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5079); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5078); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3713); 
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  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

  11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 16); 

  12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); 

  13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 

Empat Lingkungan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1339); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAKSANAAN 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BAWAHNYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya. 

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat 

CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar 

menjadi PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya serta telah 

dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, 

diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

4. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya yang selanjutnya 

disebut Pegawai adalah PNS, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan 

Pegawai Lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan 

pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan 
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dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

berada di bawahnya. 

5. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada 

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjuk tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

berada di bawahnya. 

7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan 

organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian 

Tunjangan Kinerja. 

8. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan 

oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja 

baik secara elektronik dan/atau manual. 

9. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai yang mengisi 

Daftar Hadir setelah jam kerja yang ditentukan. 

10. Pulang Sebelum Waktunya adalah Pegawai yang mengisi 

Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan. 

11. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan 

perjalanan kedinasan baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri. 

12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

13. Capaian Kinerja Pegawai adalah perbandingan realisasi 

kinerja dengan target kinerja. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 2 

(1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai setiap 

bulan. 
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